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ABSTRAK 

 

PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA 

PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA DESERSI DI KODAM I/BUKIT BARISAN 

 

Nahanson Sitompul1 

Elyani, S.H., M.Hum2 

Khairun Naim, S.H., M,H3 

 

 

       Penyelesaian tindak pidana desersi harus dilakukan secara cepat agar proses 

administrasi terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana dapat segera 

diselesaikan. Tindak pidana desersi berpengaruh buruk terhadap kesatuan pelaku 

karena dalam organisasi Militer tugas akan terbagi habis, sehingga bila ada salah 

satu prajurit yang melarikan diri maka akan mengganggu pelaksanaan tugas 

kesatuannya. Latar belakang dari pembahasan skripsi ini adalah penerapan tindak 

pidana khusus yang hanya mengikat pada anggota militer yang bertentangan 

dengan Kitab Undang-undang hukum pidana militer Pasal 87 ayat (1) ke-2. 

Adapun faktor penyebab seorang militer melakukan desersi yaitu menarik diri dari 

kewajiban dinasnya. Pencapaian dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apa yang menjadi penyebab Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan dari 

Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi di Kodam I/Bukit Barisan 

dan Hambatan-Hambatan Didalam Melaksanakan Eksekusi Penjatuhan Pidana 

Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Desersi di Kodam I/Bukit Barisan.  

      Metode yang diaplikasikan pada penelitian ini ialah metode kualitatif melalui 

pelaksanaan interview, observasi serta dokumentasi. Tentunya, dalam pelaksanaan 

dan penegakan hukum pidana pada setiap anggota militer yang melakukan 

penyelewengan harus melalui tahapan prosedur yang adil, objektif dan 

transparansi berdasarkan asas hukum yang berlaku secara komprehensif. 

 

Kata kunci : Penerapan, Hukuman pidana Desersi, Militer. 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL CRIMINAL IMMINATION IN 

THE FORM OF DISCLAIMER FROM THE MILITARY SERVICE 

AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF DESERTION AT KODAM 

I/BUKIT BARISAN 

 

Nahanson Sitompul1 

Elyani, S.H., M.Hum2 

Khairun Naim, S.H., M,H3 

 

 

       The settlement of the crime of desertion must be carried out quickly so that 

the administrative process of soldiers who commit crimes can be completed 

immediately. The crime of desertion has a bad effect on the unity of the 

perpetrators because in the military organization the tasks will be completely 

divided, so that if one of the soldiers escapes, it will interfere with the 

implementation of his unit's duties. The background of the discussion of this 

thesis is the application of a special criminal offense that is only binding on 

members of the military which is contrary to the Military Criminal Code Article 

87 paragraph (1) 2nd. As for the factors that cause a military person to desert, 

namely withdrawing from his service obligations. The achievement of this study 

aims to find out what is the cause of the additional punishment in the form of 

dismissal from the military service against the perpetrators of the crime of 

desertion at Kodam I/Bukit Barisan and the obstacles in carrying out the execution 

of additional penalties in the form of dismissal from the military service against 

the perpetrators of the crime of desertion. at Kodam I/Bukit Barisan. 

      The method applied in this research is a qualitative method through the 

implementation of interviews, observation and documentation. Of course, in the 

implementation and enforcement of criminal law, every member of the military 

who commits fraud must go through stages of a fair, objective and transparent 

procedure based on comprehensive legal principles that apply. 

 

Key words : Application, Desertion, Military. 
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